PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 32500/UN4.1/0T.10/2016

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
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REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan
Pendidikan Tinggi oleh Universitas Hasanuddin sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Hasanuddin, diperlukan Penataan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dalam lingkup
Universitas Hasanuddin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Universitas Hasanuddin.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipill Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);




Menetapkan

10.

11.

12.

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91);

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta
Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5720);

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/
UN4/0T.4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola
Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN
PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA UNIVERSITAS HASANUDDIN
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

\ Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

| 1.

2:

Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan
tinggi negeri badan hukum.

Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan

Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat Majelis Wali
Amanat (MWA) yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap
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penyelenggaraan Unhas.

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan nonakademik yang bertugas
menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program dan Kkegiatan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan

dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan

vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni dan budaya.

Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas

menyelenggarakan dan/atau

multidisiplin.

Direktorat adalah unsur pengemban dan pelaksana tugas strategis yang

bertugas melaksanakan kebijakan operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Divisi/Pusat adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi

pimpinan pada Lembaga.

9. Gugus Penjaminan Mutu adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang
merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem
penjaminan mutu akademik pada Fakultas/Sekolah dan Program Studi.

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

11. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada tingkat universitas,

fakultas atau departemen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan
metode keilmuan tertentu.

mengoordinasikan program pascasarjana

12. Bagian Tata Usaha adalah unsur yang menyelenggarakan pelayanan teknis

dan administratif di lingkungan Lembaga.

13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan  menyebarluaskan  ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.

15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan

Mahasiswa di Unhas.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi
di Unhas.

16.

BAB II
STATUS DAN NAMA LEMBAGA

Pasal 2

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik dan nonakademik yang bertugas
menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan  program

dan kegiatan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Unhas.



Pasal 3

Lembaga dalam lingkup Universitas Hasanuddin, terdiri atas:

a. Lembaga Satuan Pengawas Internal (LSPI);

b. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI);

c. Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP); dan

d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 4
Susunan organisasi Lembaga terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;

c. Divisi/Pusat;
d. Bagian Tata Usaha; dan
e. Sub Bagian.

BAB IV
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Lembaga Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas merencanakan,
menerapkan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengembangkan standar
mutu keuangan dan manajemen, serta yang berkaitan dengan sumber daya

manusia, aset, dan pelayanan seluruh satuan kerja Unhas.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Lembaga

Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:
a. penyusunan program pengawasan;
. pengawasan kebijakan dan program;
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dan eksternal;

[q]

daya manusia;
pemberian saran dan rekomendasi;
. penyusunan laporan hasil pengawasan,;
. pelaksanaan audit aset, keuangan dan sumber daya manusia;
pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
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. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal

. pembinaan, pendampingan dan reviu laporan aset, keuangan dan sumber






